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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

- ‘PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 73 TAHUN 2020
o TENTANG |

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

. “Mehimﬁang o

| Mengihgat s

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~ BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal

24 ayat (1) Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 79

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan

memngkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit,

perlu menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Remunerasi

pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Karanganyar,

1.

Undang—Undarig Nomor 13 Tahiin 1950 teh‘t‘an'g““

. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

ngkungan Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang ‘Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan - Negara (Lembaran ' Ncgara Republik
Indonesia | Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran }Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 "I‘ahun 2004 tentang

, Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk

- Indone51a ’I‘ahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355), |

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun - 2009 tentang
| Kes;ehata;n (Lembaran Négara Republik Indonesi Tahun
:  _2009. Nofnor 144, Tambahan Lembaran Negara
" Republik Indonesia Nomor 5063);



€1

Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Re'publ‘ik Indonesia
- Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-U‘ndang” Nomor 23 Tahun 2014 téntang. "
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Repi.lblik Indonesia Nomor 5587)

sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir

i dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); |

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nox_ndr 48, Tam‘bahan‘ Lembaran 'Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 |

* tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 - |
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik‘ Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia'

- Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang

Pedoman Organisasi Rumah Sakitv,(Lembar‘an Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015

tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;



wd

o

tentang Tanf Layanan Badan Layanan Umum Daerah o

'Peraturan ‘Menteri Keuangan Republlk Indonesm*i R

_:Nomor 176 Tahun 2017 tentang Remunera31 Badan .

| :Layanan Umum; .

"_Peraturan Menter1 Dalam Negen Nomor 79 Tahun 2018 o

o ‘tentang Badan Layanan Umum Daerah;

,Keputusan Menten Kesehatan Repubhk Indonesm

. Nomor 625 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

. ;v‘vslstem Remuncras1 Pegawau Badan Layan an Umum}-“

e ~ Daerah Rumah Saklt

| 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 o

*"f'_*.vTahun 2013 tentang Pola Tanf Badan Layanan Umum .

’ ﬂiDaerah Rumah Saklt Urnum Daerah Kabupaten‘w |
‘Karanganyar '. (Lembaran Daerah B Kabupaten

| iKaranganyar Tahun 2013 Nomor : 16 Tambahan'g”

RS Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun* )

'2013 Nomor 16)

’Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016 ,

o '_Rurnah Saklt Umum Daerah Kabupaten Karanganyar :

»(Berxta Derah Kabupaten Karanganya.r Tahun 2016

3 :vNomor 56), sebagalmana telah dlubah dengan
e Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 38 Tahun 2017

o 'tentang Perubahan | Atas Peraturan ' Bupat1 "

E Karanganyar Nomor 56 Tahun 20 16 tentang ’I‘arlf:

Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sak1ti ; o
n Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Ber1ta daerah S
2 .Kabupaten Karanganyar Tahun 20 17 Nomor 38), o |

o 16 "Peraturan Bupau Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019_ G g

’tentang Pola Tata - Kelola Badan Layanan Umum

v :}.b,_Daerah Unlt Pelaksana Tekms Rumah Saklt Umum e
‘,_}Daerah Kabupaten Karanganyar (Benta Daerah'vv_ R B

. _.‘Kabupaten Karanganyar Tahun 20 19 Nomor 65), =

MEMUTUSKAN

: :_PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA
o YBADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM»}

. DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR. ‘ _ -



TS

KE’I‘ENTUAN UMUM IR

v ‘Bagian,Ke”SatiJ._ .

: peng‘erﬁan_ R

Pasal 1

| | Dalam Peraturan Bupat1 1n1 yang dlmaksud dengan

e ‘:Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

“ 'Pemermtah Daerah adalah Bupa‘u sebaga1 unsur- =

S penyclenggara Pcmermtah Daerah -yang. memimpin

'-'-,_‘membenkan layanan pada masyarakat berupa o

v peIaksanaan urusan pemermtahan yang menjadli

-ﬂvkewenangan daerah otonom '} E ' |

. Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar ‘ o

- 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selan_]utnya: L |
o dlslngkat BLUD adalah satuan ker_]a perangkat daerah

,’ | . atau unit keqa pada satuan kexja perangkat daerah d1 - |

’11ngkungan Pemermtah Daerah yang d1bentuk untuk

C e penyedlan barang ‘atau - _]asa yang dl_]ual tanpav’

= mengutamakan mcncan keuntungan dan dalam
o v:‘ melakukan keglatannya dldasarkan pada pr1n81p |
'l-‘:eﬁ31ens1 dan produktlﬁtas o
.- Rumah Saklt adalah mst1tus1 pelayanan kesehatan: ﬁ
: yang menyelenggarakan . pelayanan ﬂ kesehatan
. perseorangan secara parlpurna yang menyedlakan_ -
pelayanan rawat 1nap, rawat Jalan dan gawat darurat.
. 'Rumah Saklt Umum Daerah yang selanjutnya dlsebut
"RSUD adalah Rumah Sak1t Umum Daerah Kabupaten ’
Karanganyar o . , |
. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Saklt Umum E )
B '?Daerah dan selan_]utnya dlsmgkat BLUD RSUD adalah
o -Unit Kerja pada Satuan KerJa Perangkat Daerah d1

o _‘ :11ngkungan . Pemermtah Daerah . Kabupaten ‘

Karanganyar yang mencrapkan Pola Pengelolaan 3

' eruangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)



- pada Rumah Saklt yang melakukan pembmaan dan =

.","D1rektur adalah Dlrektur BLUD RSUD Kabupaten‘»‘f'
' 'Karanganyar v _ RS ' ' o
Dewan Pengawas - Rumah Saklt yang selan_]utnya

dlSCbUt Dewan Pengawas adalah unit non struktural .

- pengawasan Rumah Sak1t secara 1nterna1 yang bersifat - |

o ",_ _non teknls perumahsakltan yang mehbatkan unsur :

TS

masyarakat yang dlangkat dan d1tetapkan oleh”
Keputusan Bupa’a R N L
Sekretans . Dewan Pengawas Rumah Saklt yang

B o sclanJutnya dlsebut Sekretarls Dewan Pengawas

‘adalah orang yang dltunjuk sebaga1 pengelola -

', '”ketatausahaan Dewan Pengawas ‘guna mendukungf

o kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas

11,

,_Pejabat Pengelola - BLUD - adalah 3 plmplnanv:"h

L Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung]awab:

terhadap kmer_]a operasmnal dan keuangan

. Badan Layanan Umum Daerah yang terd1r1 atas

o pemlmpln pejabat keuangan dan pe_]abat teknls yang N

*_”‘»‘_sebutannya dlsesua1kan dengan nomenklatur yang -

TS

e berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang'n: S

bersangkutan

Pegawai BLUD adalah pegawal BLUD RSUD Kabupaten[
- 'vKaranganyar SRR o
| "‘13“':‘Pegawal Negerl Slpll yang selanjutnya d1 sebut PNS )

,adalah warga negara Indones1a yang memenuh1 syarat» o

B tertentu dlangkat sebaga1 Pegawal ASN secara tetap :

; v oleh pejabat pemblna kepcgawalan untuk mendudukli‘-' :
E Jabatan pernermtahan ' ’

14, ,»Tenaga Lainnya adalah tenaga yang d1butuhkan °leh B

RSUD dalam menjalankan tugas dan fungsmya tetapi R

o tldak berstatus sebaga1 pegawai BLUD
15,

Remuneram adalah pengeluaran blaya oleh BLUDv |

'RSUD sebaga1 1mba1an Jasa kepada pegawai dalamv

'-vvbentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan »

o dan perlmdungan



'4.‘ R

160

Amenentukan besaran skor 1nd1v1du pegawm sesual.” o

Indikator ~ Penilaian  adalah perangkat untuk

N dengan beban kerjanya

N . 17 .
R i_Pengelola BLUD dan Pegawa1 BLUD
18

| _:_'dananya bérsumber :v dar1 Pemermtah Daerah’

Ga_]l adalah gajl m1n1ma1 yang d1ter1ma Pc_]abat |

".’I‘unjangan Tetap adalah upah - yang

B ::jdan/atau  biaya - operasmnal : Rurnah Sakit

sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang

.‘ berlaku
10.
. | o pekerjaan tertentu.
20,

iHonoranum adalah _upah yang dlbenkan atas

i Insentlf adalah 1mbalan Jasa pelayanan berbasxs'

kmerja bagl seluruh pegawa1 yang dananya bersumberv |

2Ll

dar1 pendapatan pelayanan

,' Bonus atas Prestas1, yang selanjutnya dlsebut :

o Bonus adalah pemberlan penghasﬂan tambahan bagll -

| v : PeJabat Pengelola BLUD Pegawa1 BLUD ‘Dewan -

o Pengawas dan Sekretarls Dewan Pengawas yang hanya,i |

d1ber1kan setahun sekah b11a syarat-syarat ‘tertentu -

o dxpenuhl
22,

o pemben kerJa termasuk Pengelola Dana Pesangon» o

_' Pesangon adalah penghasﬂan yang dlbayarkan olch . |

o ‘Tenaga Kcrja kepada pegawa.l dengan nama dan dalam

bentuk apapun, sehubungan dengan berakhlmya .

~ masa kerja atau ter_]adl pemutusan hubungan ker_]a, o

terrnasuk uang penghargaan masa kexja dan uang-_

o penggannan hak

23

;Pensmn adalah penghasﬂan yang dltenrna setlap bulan" L

| oleh seorang bekas pegawau yang tidak dapat beker_]a:_

- _' lag1 untuk memb1aya1 kehldupan selan_]utnya agar

i - ‘:tldak terlantar apablla t1dak berdaya 1ag1 untuk'

- »mencarl penghasnlan Iam

Tim Tekms adalah tlm yang dlbentuk oleh Dlrektur
untuk mengusulkan Pengh1tungan Insentlf BLUD N

o RSUD
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- ["

Metode prospektlf (prospectwe payment system) adalah»v';’ T

81stem pembayaran pada 81stem pclayanan kesehatan ’

| o balk rumah saklt maupun dokter dalam Jumlah yang |

- d1tetapkan sebelum/ setelah pelayanan medlk atau

| ‘AY:"'YRemunera& dlbenkan berdasarkan tlngkat tanggung JaWab o

o . ‘: lamanya perawatan di rumah saklt
.26

: Jabatan struktural maupun Jabatan fungsmnal yang‘: o

N11a1 Jabatan adalah akurnula31 pam faktor evaluasr o

dlgunakan untuk menentukan kelas _]abatan

Baglan Kedua -

Prlnsxp

Pasa12 v

-:-dan tuntutan profes1onahsme dengan memperhmbangkan

| pnn31p

.‘a‘.

- 1 ‘ pendapatan sumber daya manus1a, dan/ atau layanan
 BLUD RSUD; | | | |

'_.'proporsmnahtas ya.1tu memperhatlkan asb.et,

. 'kesetaraan, yaltu memperhankan pada pelaksanaan-'

- penyedla layanan seJems, B

kepatutan yaltu memperhaukan N11a1 Jabatan yang

o Evdlhasﬂkan dan proses analls.ls dan evalua51 Jabatan,

serta status dan tlngkatan Jabatan, dan

- kmexja, yaltu memperhankan kmetja layanan dan )

o klnerja keuangan

: ‘(‘1).‘, |

Baglan Ketlga
Ruang ngkup dan Tu_]uan  ' o

o v Pasa13 vv |
Ruang hngkup Peraturan Bupatl ini adalah:

Coa. sasaran dan bentuk Remunera31, .

. sumber dana Remunera81, .

b .
B c metode dan komponen Remuneras1
N

= vpcngh1tungan Remunerasa, o

- Indlkator Penlleuan



S g -
(2) ’I‘uJuan penyusunan Peraturan Bupatl 1n1 adalah

a.

tata cara pembayaran Remunerasu dan U

monltorlng dan evaluasi.

imembenkan pedoman »ya‘ng Jelas guna .
pengh1tungan dan pembayaran Remuneras1 bag1 N
o Pegawa1 BLUD RSUD; dan o

fmcn_;amm transparanm, kepatutan dan kewa_]aran. o

dalam pemberlan Remunera31

BAB II

. SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

(1) Penenma Remuneras1 adalah

o a0 T

@

Pengawas Tenaga lamnya sebagalmana dlmaksud B :

.'a;

_Pejabat Pengelola BLUD

' Pegawal BLUD

‘Dewan Pengawas, . ‘

Sekretarlat Dewan Pengawas dan S

{Tenaga Lamnya

Remuneram bagl PeJabat Pcngelola BLUD / Pegawax

a
b
g
e
f.

- BLUD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf av; -

danbyaltu dalam bentuk o
. Gaji; o |
. ':’I‘un]angan Tetap, : = By
Insenttf " L
.}_Bonus, _ o o
Pesangon, dan/atau o
Pensmn o o

_Remunera31 bagl Dewan Pengawas Sekretarlat Dewan

 pada ayat (1) huruf c, d dan € dlberlkan dalam bentuk‘*v'

o Honoranum

Besaran Honoranum sebagalmana d1maksud pada» g

. ,vayat (3) Sebagmmana tercantum dalam Lamplran-':»

j\_ :Peraturan Bupat1 ini.



Cw

oA Pendapatan _ yang berasal da.fi ; Anggaran -

o ﬁ:: dlgunakan untuk membayar ga_]l dan tun_]angan bagl o
| Pe_]abat Pengelola BLUD/ PegawaJ BLUD yang berstatus_"r AR
-~ PNS. » ' B

RGN

BABIH ST
SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5

Remunera31 bersumber dar1 RS

Pendapatan dan Belan_]a Daerah dan B

S b. Pendapatan BLUD RSUD
@

v, berasal dari Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah :

Remunera31 yang bersumber dari pendapatan yang‘ o

v ‘sebagaumana dimaksud pada | ayat (1) huruf a.

Refnunerasi' yang ‘ b‘érsumbé‘r’v”dari péndapatéﬁ BLUD

RSUD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b

: .",‘v_’dlgunakan untuk membayar E . o
:,a'.‘ - Gaji bagl Pegawa1 BLUD / Pe_]abat Pengelola BLUD _

b b'vv’I‘unJangan Tetap bagl Pejabat Pengelola BLUD dan L

‘yang berstatus non PNS termasuk pemberlan" ﬂ :

' asuran31 bag1 Pegawa1 non PNS;

, Pegawa1 BLUD

c. Honoranum bag1 Dewan Pengawas Sekretanat .

Dewan Pengawas dan Tenaga Lalnnya

Cd. Insentlf bag1 Pegawal BLUD/Pe_]abat Pengelola'"

 BLUD;

e 'Pesangon bagl Pegawau BLUD/ PeJabat Pengelola'v-

. ,‘,‘,BLUD yang berstatus non PNS dan

f Bonus bagl Pegawa1 BLUD/ PeJabat Pcngelola o

“jBLUD



W |
" kepada Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD adalah

(2)

®

@

) v,_BABIV
ME’I‘ODE DAN KOMPONEN REMUNERASI

v Pasal 6

Metode ya.ng dlgunakan dalam pemberlan Remuneram .

metode prospekuf (prospective payment system) dengan
penghltungan propors1ona1
Komponen Remuncra31 ‘meliputi 3 - (tiga) komponen
utama, yaitu: o ,_
a. aloka51 dana komponen pemblayaan untuk
| , pekexjaan/ Jabatan (“Pay for Posmon ) sebesar 25%
- (dua puluh hma persen) sampa1 dengan 40%
| (empat .puluh persen) ‘dari keselumhan besaran
~ biaya Remunera51, _‘ " I o .
b. aloka51 dana komponen pemblayaan untuk
| v kmexja (“Pay for Petformance”) sebesar 60% (cnam ‘;
,} 2pu1uh persen) sampa1 dengan 7 5% (tuJuh puluh "
- lima persen) dan keseluruhan besaran blaya
Remunerasx, dan
c. alokasi dana kompdnen ._'pembiayaan ‘» untuk_ |
. perséoranga:i/ 1nd1v1du ‘ (“Pay | Jor  People”)
ditetapkan‘ sebéSar 0% (noi persen) Sampai dengan
15% (lima belas persen) dari keseluruhan besaran
» biaya Remunera31 . i
AIokas1 dana komponen peﬁlbiaYaén untuk
pekerjaan/ jabatan (“Pay for Position”) sebagaimaha'

,dlmaksud pada ayat (2) huruf a - berupa Gaji,

' _’I‘umangan Tetap, dan Honorarium besarannya bersifat

tetap dan, rutm _,‘setlap bulannya serta ~diterimakan
vAloka51 dana komponen pemblayaan untuk kmerja |
{ “Pay for Performance”) sebagalmana dlmaksud pada -
ayat (2) huruf b berupa 1nsent1f ber81fat langsung serta
dlterlmakan tuna1 secara perlodlk sesuai ketentuan}

waktu yang dxtctapkan Direktur.

- tfsi

T d Kmer_]a opcrasmnal berdasarkan '1bnd1kator"

keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bag1 |

masyarakat

Remuneras1 bag1 peJabat keuangan dan pejabat teknis

' dltetapkan pahng banyak sebcsar 90% (scmbﬂan puluh

persen) darl Remunera31 D1rektur
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PSR,

(5)

- (6)

@)

Alokasi  dana kbmponen pefnbiayaan' untuk
perseorangan/individu (“Pay for Pebple”) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ berupa Bonus dan
Pesangon. v _

Komponén Remunerasi sebagajmaﬁa dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam bentuk kontrak
kerja antara Direktur ,dengan Bupati.

Alokasi dana setiap komponen sebagaitnaria dimaksud

' pada ayat (2) yang tidak digunakan menjadi Sisa Lebih

)

(2)

(3)

Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD RSUD.

BABV
~ INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 7

Indlkator penilaian Remunerasi sekurang-kurangnya
terdiri dari :
a.  pengalaman dan masa kerja; -
b. ketrampilan ilmu pengetahuén dan perilaku;
c. ‘ns1kokerja o . | - |
d. tingkat kegawatdaruratan,
€. | jabatan yang disandang; dan »
. hasil/capaian kinerja. -
Selain indikator penilaian sebagalmana dimaksud pada
ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Direktur, yang‘
mempertlmbangkan faktor: N |
a. ukuran dan jumlah aset yang dlkelola, tmgkat
| pelayanan serta produktivitas;
b. pelayanan sejenis;
c. kemampuan pendapatan; dan |
d. kinerja  operasional berdasarkan ind‘ikator‘

| keuangan, pelayanan, ‘m’utu dan manfaat bagi
_ masyarakat » . |
Remunerasi bagi pejabat kcuangan dan ‘pejabat teknis -
ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh

persen) dari Remunerasi Direktur.



(1)

(2)

3)

- BABVI =~
PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesaﬁ.l
Gaji

‘ Pasal 8 .
Gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3)
huruf a terdiri dari:
a. gaji pokok; dan
b. asuransi: | ‘
Penghitungan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam
‘Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini. .
Asuransx sebagaunana dimaksud pada ayat (1) huruf b |

berupa asuransi kesehatan dan  asuransi

- ketenagakerjaan.

‘ Bagiah Kedua

v 'I‘linj angan Tetap

Pasal 9

(1) 'I‘unJangan Tetap sebagalmana dlmaksud dalam Pasal

S ayat (3) huruf b berupa:

a. Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD yang

. berasal dari tenaga profesional lainnya;

b. Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/ PegaWaiv‘

~ BLUD yang menduduki fungsi pengelolaan
keuahgan, pengeIOIaan barang, dan fungsi
pengadaan barang/jasa; dan '

c. ’I‘unjangan bagi Péjabat Pengelola BLUD/Pegawai
BLUD pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam
operasional di lingkungan BLUD RSUD. |



o | (2) Besaran TunJangan ’ bag1 Pejabatt Peng'eléla."} .

 BLUD yang berasal dan tenaga profesmnal lamnya_’

sebagmmana dunaksud pada ayat (1) huruf a.

v scbaga.unana tercantum dalam Lamp1ran yang::}

L merupakan baglan tldak terpl&'ihkeln Cdari

R Peraturan 1n1 ’

(3) Besaran Tun_]angan bagl o Pejabat o

Pengelola BLUD / Pegawa1 BLUD yang menduduklfl '

. vfung81 pengelolaan keuangan, pengelolaan bara_ng,

dan fung81 pcngadaan barang/Jasa sebagalmana o

- 'vdlmaksud ‘pada ayat (1) huruf b dlatur'v__ﬁ

o o sesuau Tambahan Penghasxlan Pegawa1 (TPP) sebagal
/_berlkut |

o "a ’I‘unjangan dlbenkan menggunakan perh1tungan' e

- 1ndeks Tambahan Penghasﬂan Pegawai (T PP)

. Dlnam1s _yang bersangkutan dalam , fungS1 o

o ,‘tersebut dan

~ b.. nommal acuan Tambahan Penghasﬂan Pegawalb‘" e

: "(TPP) D1nam1s menggunakan nominal Tambahanv, -
: ’Penghasﬂan B Pegawal (TPP) | Statis - yang

o };’ 'bersangkutan,; . dengan - memperhltungkani -

1nd1kator kedlslphnan dan : lndlkator klnexja

- pegawa1 d1ter1ma utuh 100% (seratus persen)

. (4) Besaran - Tun_]angan ‘bagi PeJabat - Pengelolaf I

'BLUD/ Pegawau BLUD pelaksana keglatan yang‘, -

.f}j_ vdlbutuhkan dalam operasmnal d1 llngkungan BLUD -

'RSUD sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf c. -

dltetapkan dengan Keputusan Dlrektur dengan,:

'_‘standar tert1ngg1 sebagalmana tercantum dalamf .‘ )

. ,_ Lamplran yang merupakan baglan tldak terplsahkan o

- dar1 Peraturan 1n1



 Bagian Ketiga

- Honorarium

Pasal 10

(l) Honoranum sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 S

- ayat (3) huruf c d1ber1kan kepada Dewan Pengawas
*Sekretarls Dewan Pengawas dan Tenaga Lainnya
bsesual penugasan dengan satuan ‘harian/ bulanan/
' per keglatan sesua1 denga.n karakterlstlk penugasan ’
Q-fyang d11aksanakan T
(2) Besaran Honoranum sebagalmana dlmaksud pada'
B ayat (1) sebagalamana tercantum dalam Lamplranii
| yang merupakan baglan tldak terplsahkan dar1: :
Peraturan ini. ' | |

Baglan Keempat

: Insentlf :

BT Paragraf 1 »
B Bentuk dan Penghltungan o

R : Pasalll D A
- (1) 'Insenuf sebagmmana d1maksud dalam pasal 5 ayat (3)
. ”‘hurufdberupa o S ,‘ o
a. Insentlf jasa pelayanan dan o :
b Insent1f lalnnya

N (2)::Ind1kator ' Insenuf Jasa pelayanan | sebagaumana

_-.»-vd1maksud pada ayat (1) huruf a terd1r1 dar1 mdlkator ' "

"klnerja 1nd1v1du (IKI) dan lndlkator klnerja umt (IKU).
‘ - (3) ', Tata ‘cara penghltungan Insenuf _]asa pelayanan ‘

| »_‘sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) menggunakanv

, ’s1ste‘m_; pengh1tungan Insenuf  jasa - peIayanan B

sebagaimaﬁa tercantum dalam Lamplran yang

}"m'erupakan baglan txdak terp1sa_hkan -dengan

o peraturan ini.



- huruf b dlbenkan oleh karena pelaksanaan peker]aan o

Insentlf lamnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) o

lain di llngkungan RSUD BLUD dan dltetapkan -

. . dengan

o a. apabila pcnenma berasal dan 1nterna1 BLUD RSUD -

P ©

: _'maka dltetapkan dengan Keputusan Dlrektur, dan v

b apablla penenrna salah satu atau seluruhnya

" berasal dari eksternal BLUD RSUD makav

. "dltetapkan dengan Keputusan Bupatl

“Besaran Insentif Iamnya untuk: pekeljaan khusus

N “sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b i

sebaga1mana tercantum dalam B Larnp1ran yang'

| }'merupakan baglan yang tldak terplsahkan | dan”' |

S
o " »'I‘1mTekms o .

@ " 'I‘1m Tekms sebagalmana dlmaksud pada ayat (1
- dltctapkan oleh Dxrektur

: Peraturan ini.

Paragraf 2

‘v”Pengusulan dan Penetapan Insentlf Jasa Pelayanan " : B

Pasal 12 e

Pengusulan Insentlf Jasa pelayanan d11aksanakan oleh_

Tim Tekms sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)  :

bertugas melaksanakan - penghltungan Insentif jasa

pelayanan berdasarkan '1nd1kator ’:sebagalmana' .

- d1maksud dalam Pasal 11 ayat (2)

L (4) v{’,'Hasﬂ pengh1tungan Tim Teknis sebaga_lmana dlmaksud e

o pada ayat. (3) d1formulasxkan dalam usulan Insentif

o

 jasa pelayanan
-Usulan Insentxf Jasa pelayanan sebagalmana dlmaksud
. ayat (4) menjadl bahan pertlmbangan D1rektur untuk

’ »dapat dltetapkan : atau membenkan koreks1 :

v berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupat1 ini.



| (3) huruf e dapat dlbenkan kepada Pejabat Pengelola :
. _BLUD dan Pegawa1 BLUD yang berstatus non PNS.

@

Bagian Kelima

‘PeSangon' R

Pasal 13

Pesangon sebageumana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat

Pesangon sebagalmana d1maksud pada ayat (1)

2 ”dlberlkan dengan memperhaukan

| a maSa ker_]a, . :
'b. gaji pokok terakhir;

c ’peraturan pemenntah tentang ketenagakexjaan,'

| ".;‘dan/atau ’

o de : kemampuan keuangan BLUD RSUD
@

Besaran Pesangon sebagalmana dlmaksud pada ayat

o :(1] dltetapkan oleh Dxrektur .

" (1) |

B Bagiéthéénar‘r‘iif*

 Bonus

Pasal 14

'Dlrektur ' dapat memberlkan Bonus sebagalmana o

. dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dan

o - dltetapkan dengan keputusan Dlrektur o
2

-Bonus sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) antara o

o laln

a penghargaan bag1 Pegaweu berpresta81 seéafa’ |

- 1nd1v1du/ perorangan atau kelompok dan/ atau

o bv penghargaan lam yang d1tetapkan oleh D1rektur

e

‘Bonus sebagalmana dimaksud pada ayat (1) bersn’atv, o
v f1n31dent11 dan dltetapkan dalam Rencana Blsms.
~ Anggaran (RBA) BLUD RSUD. |
@ |
. _sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf b

Penghargaan Iam yang . dltetapkan oleh D1rektur'

i }' . }'ﬂv.-'merupakan penghargaan berdasarkan pertlmbelngan )

o obyektlf D1rektur



W

o " sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurufa o

| BAB vn | .
) TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI B
‘ "Pasa1'15

Remuneram dalam bentuk Ga_]l, dan 'I‘unjangan 'I‘etap} o

dan huruf b dlbayarkan setlap bulan dan bermfat‘

@ |
o -; dlmaksud dalam pasal 4 ayat (3) dlbayarkan setlap' s

- tetap

Remunera31 dalam bentuk Honoranum sebagalmanaf

S bulannya dan ber31fat tetap

- sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c‘

_Rernunerasx dalam bentuk Insentlf dan’ Bonus"

o dan huruf d dlbayarkan secara pCI'lOdlk

Remunerasi dalam ‘bentuk Pesangon atau Pensmn'

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e

o penenmaan Remunera81 yang dlbenkan mulau tanggal
1 Aprll 2020. -' o

dllakukan secara rutm dan d1laksanakan oleh Dewan

~dan huruf f dlbayarkan setelah masa berakhlrnya B

peker_]aan atau mencapal batas usia pensxun

Perhltungan Remuneras1 v dlterapkan - 'unti'lk b'

: BAB VIII o
MONITORIN G DAN EVALUASI

Pasal 16

Momtormg dan eva,lua31 pelaksanaan Remunerasr”.-

P Pengawas dan/ atau Inspektorat

@
o bpada ayat (1] dllaporkan kepada Bupatl paling Sedlklt

| 1 (satu) kah dalam satu tahun atau sewaktu-waktu B |

Hasﬂ monltormg dan evaluas1 sebagalmana dlmaksud -

‘ Jlka dlperlukan



SR gf:,ﬁl.{}TDlundangkan d1 KaranganYar L

- pada tanggal

o BAB IX »‘ o
KETENTUAN PENU’I‘UP s

Pasal 17 -

‘»}:_,»:Peraturan ‘) Bupat1 1 mula1 berlaku pada taﬁggal ;

B d1undangkan

’ '._:'v',i.:’vAgar - set1ap orang . mengetahumya,: memenntahkan_;]f_f‘

penempatannya dalarp Berlta

Karanganyar R

o pada tanggal 11 Agustus 2020

| swmmono

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

"'-ﬁ"."‘SUTARNO

o BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ’I‘AHUN 2020 NOMOR

Salman sesua1 dengan ashnya L o
IAT DAERAH
: RANGANYAR - ST
XPALA Bﬁ} HUKUM, _Gn‘ P s

% 1qg903 1 009

’-.-’?ff,pengundangan - Peraturan :’ Bupat1 "in ~ dengan
_ Daerah Kabupateni L
- Ditetapkan di Karanganyar - e

'f"_ BUPATI KAR.ANGANYAR L e



: LAMPIRAN

o PERAT URAN BUPATI KARANGANYAR :

~ NOMOR
?sgsTENTANG

o REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN,
. . 'UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

7

v TA_HUN 2020

SR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

A DAFTAR GAJI POKOK PEJABAT PENGELOLA BLUD DAN GAJI POKOK

PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAIN NYA
Daftar Ga_]l Pokok Pejabat Pcngelola BLUD RSUD

 : Nd T MASAKERJA -;‘GAHPOKOK | GAnPQKOK 
| DALAM TAHUN  DIREKTUR  PEJABATTEKNIS |
1 o2 ~ Rp. 3.593. 100- ~ Rp. 3.307.300,- |
2 24 “Rp. 3.706.200,- | Rp. 3.411.500,-
3 46 " Rp. 3.822.900;- Rp. 3.518.900,- |
7 68 Rp. 3.943.300,- " Rp. 3.629.800,-
5 T 810 Rp. 4.067.500,- | Rp. 3.744.100,-
76 | 1612 |  Rp.4.195.700] Rp. 3.862.000,-
2 Daftar Gaj1 Pokok Pegawa1 BLUD RSUD v
g_a';No_ MASAKERJA- ‘HNGKATPENDHHKAN B (HNIPQKOKv
1102 tahunv ' ‘Sekolah Menengah Pertama Rp. 1.200.000,- (satﬁ
- o (SMP)/Setmgkat ; Sekolah" jut‘av‘dua ratus ribu
| |Menengah Pertama (SMP) | rupiah) per bulan
.2 |02 tahun"‘f | Sekolah Menengah Atas | Rp. 1.300.000,- (satu |
_  N o ‘(SMA)/Setmgkat Sekolah juta ‘- tiga ratus ribu o
- _Menengah ' Atas (SMA)/ v fupi‘ah)bpeir blilan _
| |Diploma Satu (1) 0 R
"3 |02tahun | Diploma Dua (DII)/Dlploma Rp. 1.400.000,- (satuv |
SR BT Tlga (DIII) o Juta empat ratus nbu
SRR | . o rupxah) per bulan -
"4 |02tahun Siploma Empat (DIV)/Strata Rp. 1.500.000,- Tsata |
o | o Satu (Sl) . _]uta lima ratus ribu
| o | R R , o rupiah) per bulan v
5 A 0-2 tahun Stfata Dua s2) Rp. 1.600.000,- (satu |
T L T | jute enam ratus sibu |
rupiah) per bulan




"6 |02tahun | Dokter
" o ) G1g1/Apoteker

Umum/Dokter Rp 1.700.000,- (satu |

- Juta tu_]uh ratus nbu

rupiah) per bulan

S 7 |02 féhun
- S Spesxahs»

.Dokter Spesml'ls/Dokter G1g1 Rp '1.900.000,- (satu

_]uta sembilan ratus
| ribu rup1ah) per|

- bulan

b Setlap 2 tahun d1ber1kan kenalkan sebesar 2% (dua persen) darl gajl

pokok

~ B. BESARAN TUNJANGAN TE’I‘AP | o o
TunJangan Jabatan Pe_]abat Pengelola BLUD RSUD | L

1

a 2 'I‘l.lnjangan Keluarga PeJabat Pengelola BLUD RSUD

.NO - PEJABAT PENGELOLA S TUNJANGAN JABATAN '
R Dlrektur BLUD - Rp. 1.260.000,- |
2 : | Pegjabat Teknis

" Rp. 980.000,- |

: NO PEIABAT PENGELOLA

TUNJANGAN KELUARGA

1 Dxrektur BLUD

2 |Pejabat Teknis

- - Istri sebesar 10% dan gaji pokok ’
- Anak yang menjadl tanggungan
I sebesar 2% dari ga_u pokok

E maksunal 2 (dua) anak

3 Standar besaran ’I‘unjangan bag1 Pejabat Pengelola BLUD / Pegawa1 BLUD

pelaksana keglatan yang dlbutuhkan dalam operaswnal di hngkungan

BLUD RSUD. o v o
‘a. Besaran tambahan ’I‘unjangan bag1 kelompok
STANDAR TERTINGGI
'No|  NAMAJABATAN o 'BESARAN 'SATUAN
A S : S TUNJANGAN IR T
T T S - Rp) L
1 |Penanggung Jawab ,1-500-000 “Org/bln
T2 |Ketua — 1.250.000 | Org/bln
"3 | Sckretaris _ T1.000.000 | Org/bin |
4 Anggota o _ 800. 000 Org/bln
L Jumla.h Jabatan untuk Penanggung Jawab Ketua, Sekretans maksnnal 2 (dua)
orang dan _]urnlah Anggota ‘maksimal 10 (sepuluh) orang '




D

s

2. Besaran Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD -f L

b Besaran tambahan Tun_]angan bag1 perorangan dengan standar tertlngg1

C BESARAN HONORARIUM

1 Besaran Honoranum Dewan Pengawas BLUD RSUD

g besaran ’I‘una_]angan sebesar Rp 1 000. 000 per bulan

BESARAN

HONORARIUM

" (Rp)

,SA’I_‘UAN

- s,soo.ooo

Org/bln

"~ |No | sEkRETARIS DEWANPENGAWAS

. 5.000.000

Org/bln

~ BESARAN |
HONORARIUM
(Rp)

SATUAN

"1 |Sckretaris

N :1.‘5030.'000

Org/bln |

Besaran Honorarium Tenaga Lainnya - =~

. NAMAJABATAN

TBESARAN ||

HONORARIUM
(Rp) |

: Tenaga Kerohaniawan S

. 600. 000

Org/bin_

- | Tenaga Profesi

| ._2_.500.000

Org /bln

S S R T

' Tenaga Instruktur Olahraga - e

- 500.000

Org/bln

4 | Tenaga Pengamanan

- 1.300. 000

Org/ bin"

S sesual dengan perkembangan kebutuhan Rumah Saklt

o Perkembangan jenis tenaga Iamnya dapat dlmungklnkan penycdxaannya

D BESARAN INSENTIF LAINNYA

Standar besaran Insen‘uf lamnya yang dltetapkan dengan KCPUtusan e

Bupa’u

" STANDAR

TERTINGGI ) R

o L R I L DA ‘: BES ARAN

INSENTIF
LAINNYA .'

(Rp)

SATUAN_ 1 i

| L |Pengarah

2.5100.0002

Org/keg

o v» 2 Penasehat )

~ 2.250.000

Org/keg |

3 Ketua' —

~2.000.000

Org/keg




4 | Sekretaris - - : B , 1.500.000 | Org/keg
5 | Anggota ’ 1.000.000 | Org/keg
- | Jumlah Jabatan untuk Pengarah Penasehat, Ketua, Sekretaris maksimal 2
(dua) orang dan jumlah anggota maksimal 10 (sepuluh) orang.

2. : Standar besaran Insentif lamnya yang ditetapkan dengan Keput‘usan‘ '

Direktur .
STANDAR
TERTINGGI
NO  NAMAJABATAN | CESARAN o UAN
‘ _ : . INSENTIF
LAINNYA
: Rp) |
1 | Pengarah R - , 1.500.000 | Org/keg
2 | Penasehat 1.250.000 | Org/keg
3 |Ketua o o o » 1.000.000 | Org/keg
4 | Sekretaris -' — 750000 | Org/keg
S | Anggota o : ’ 500.000 | Org/keg
E Jumlah jabatan untuk Pengarah Penasehat Ketua, Sckretaris maksimal 2
.' {dua) orang vdan Jumlah anggota maksmal 10 (sepuluh) orang.

E TATA CARA PENGHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN
1. Indikator Penghltungan Insentlf Jasa Pelayanan

i ,Penghltungan yang dipergunakan untuk menetapkan Insentff jasa
A'}’)éla'yaunan di BLUD RSUD diformulasikan dalam penghiturigan skoring
’tverhadap indikator—indikatdr pada setiapbkomponen penghitungan insentif -
| jasei pelayanaﬁ' | dengan mempertimbarigkan kinerja unit kerja kinerja
- setiap personal dalam setiap unit kexja profes1 pegawai dan kedudukan o
‘pegawai (]abatan) dalam RSUD.
| ~Alokasi dana penghxtungan msent1f jasa pelayanan berasal darl |
Aloka31 dana komponen pembiayaan untuk kinerja (“Pay for Performance®).
. Indxkator penghitungan insentif jasa pelayanan terdln dari:
a Indcks Kinerja Unit (IKU) v |
- IKU d1tetapkan berdasarkan pencapalan total target kmerja unit sesuai i
| peran dan fungsi umt kerja berdasarkan Resiko Unit Ker_;a, beban kerja
 dan kompetensi profesi, maka formula alokasi IKU adalah sebagai
berikue | - |




1) IKU Manajemen R , : : o
._Ruang hngkup IKU Manajemen mehputl para pemangku jabatan |

B -pada struktur kelembagaan Rumah Saklt termasuk PeJabat"
-vPengelolaBLUD f o SR B
Aloka31 dana IKU Manajemen dcngan aloka81 IKU sebesar 8% dar1 ‘

;- | - 'alokas1 dana Insentlf Jasa pelayanan . f’ D ’ '
- 2) IKU Tenaga Medls e v

: Ruang 11ngkup IKU mehpuu tenaga medls sebaga1 pegawau Rumah ‘

}» Saklt menjalankan fungs1 pelayanan Medls dan Penun_]ang Med1s} -

> yang terdm darl Dokter dokter gigi, dokter spes1ahs, »dan dokter glgx"

B spes1al1s termasuk Dokter Pengganu

Alokas1 dana IKU Tenaga Medis dengan aloka31 IKU sebesar 40% N o

T dan alokas1 dana Insennf jasa pelayanan o
- 3) "IKU J abatan Fungswnal Umum, J abatan Fungswnal Tertentu, dan
N ‘T‘v’:»vPelaksana 3 RN . R
' Ruang 11ngkup IKU Jabatan Fungsmnal Umum Jabatan Fungsmnal

3‘ Tertentu dan Pelaksana mellputl para pegawau yang. berfungsi. "
»f‘ 3 vvsebagal pelaksana : keglatan ba1k ~secara umum ‘dan
'v P khusus/ tertentu sesua1 dengan keg1atan usaha di Rumah Saklt _
" }vAlokas1 dana IKU Jabatan Fungsmnal Umum Jabatan Fungsmnal .
‘Tertentu dan Pelaksana dengan aloka81 IKU sebcsar 52% darl"'
1 alokas1 dana Insentlf jasa pelayanan ' ’ '
b Indeks Klnerja Indxv1du (IKI) _ S R
,YIKI dltetapkan berdasarkan total capalan klnerja pada setlap pegawall» }}
vyang d1deskr1p31kan secara spesﬂik terukur reahstls, }dlperku'akan}- =

o dapat d1capal menantang dan _]elas waktu | pencapalannya

- }Penetapan nilai IKI d1perh1tungkan menggunakan pembenan n11a1 atau e 8

f iscormg pada elemen penilaian bag1 setlap 1nd1v1du yang mehpuu
' 1) Pemlalan Jabatan (JAB) dengan nilai 1- 15 pom ’
_ 2) Pen11a1an Profesi (PRO) dengan n11a1 1-15 pom »
o 3) Pen11a1an Pendldlkan (PEN) dengan nilai 1-15 pom,
O - 4) Pemlalan Masa KerJa di RSUD (MK) dengan n11a1 1- 15 pom
5) Penllalan Golongan Pegawal (GOL) dengan mlal 1-15 pom, : |
6) Penilaian Status Kepegawman (STA) dengan nilai 1- 15 pom
| . 7 Pemla1an Rcmko Peker_]aan (RIS) dengan n11a.1 1- 15 pom
o 8) Pemlalan Kompeten31 (KOM) dengan mla1 1-15 pom, v

‘ 5 9) Pemlalan Beban Kerja (BK) dengan n11a1 1- 30 pom, dan



o 10) Pemlalan Ked151phnan Pegawa1 dengan n11a1 O% - 100%

o Pemlazan IKI bagl
pengh1tungan Jumlah kegiatan yang dllakukan oleh setlap tenaga medxs .

tenaga medls d1n11a1 dengan menggunakan'

berdasarkan data yang bersumber dan Slstem Informa51 Manajemen

| Rumah Saklt (SIMRS)

o 2 Penghltungan Insent1f Jasa Pelayanan Personal

Cara penghltungan Insentlf _]asa pelayanan personal adalah nilai IKI d1bag1

o Jumlah IKU seluruh personal pada unit yang bersangkutan dlkahkan

: prosentase kedlslphnan dlkahkan alokas1 dana Insentlf Jasa pelayanan

- sesua1 dengan IKU

i Formulas1 penghltungan Insenuf jasa pelayanan personal sebaga1 benkut |

o ':.}a Penghltungan Insenuf Jasa Pelayanan Personal ManaJemen L

’IKI

| X Kedisiplinan“ X Alokasi KU man'ajemen'(S%). |

' " b ‘. Penghltungan Insentif J asabPéllbayanan; Perso_nal Dokfér' |

[ Jumlah IKI

X Kedisiplinan X Alokasi IKU manajemen (40%)

' c Penghltungan Insent1f Jasa Pelayanan Personal Jabatan Fungsmnal

" : Umum J abatan Fungsmnal Tertentu dan Pegawal BLUD

-'IKI,

o Jurnlah IKI

' X KediSiplinan' X“Al'okas‘ij IKU 'lnanajemeni(SQ%) :

| Contoh penghltungan bulan januan

L i Alokas1 dana Insentlf jasa pelayanan sebesar Rp 1 OOO 000 OOO - -
L Aloka81 IKU Manajemen sebesar Rp 80. OOO OOO - ‘
Alokasi IKU Dokter sebesar Rp 400.000.000,-

vAloka31 IKU JFU JFT dan Pelaksana Rp 520 000 000 -

B Insenuf jasa pelayanan Mana_]emcn

‘ | Mlsal Kepala Sub Baglan A mem111k1 n11a1 IKI sejumlah 35 dengan Jumlah ‘

” ‘::-bulan Januan sebanyak 25 harl, sedangkan Kepala Sub Baglan A masuk

o - IKL scluruh personal manajemen se;umlah 468. Hari kelja standar pada

’20 harl, Jad1 Insentlf Jasa pelayanan yang dlterxmakan Kepala Sub Baglan -

 Aadalah:

Insentlf i ‘35' AR R
e X 80% X Rp. 80.000.000 = Rp. 4.786.325 |
‘ KasubbagA 468 i




o Insentlf _]asa pelayanan Dokter

: Mlsal Dokter B mem1hk1 nilai IKI dan keglatan pelayanan pas1en se_]umlah I

3. 521 dengan Jumlah IKI pelayanan pasmn seluruh personal Dokter o

| sejumlah 172 509 Harl kerja standar pada bulan Januan sebanyak 25 .

v , harl, sedangkan Dokter B masuk 20 harl, Jadl Insentlf jasa pelayanan yang
© diterimakan Dokter B adalah ’ ' o

| Insentif 3521
| Dokter B~ 172. 500

X 80% X Rp 4oo 000. ooo Rp 6 531. 369

: }Insentxf _]asa pelayanan J FU J FT dan Pelaksana

L ’Mlsal Perawat C mern111k1 nilai IKI sejumlah 71 dengan Jumlah IKI seluruh
| “personal JFU JFT dan Pelaksana sejumlah 30 808. Hari kelja standar S

'pada bulan Januarl sebanyak 25 har1 sedangkan Perawat C masuk 20

3 - han, jadl Insentlf Jasa pelayanan yang dltemmakan Perawat C adalah

PerawatA =— x 80% X Rp. 520.000.000 = Rp. 958.712
T TTsogos o T T T

3. Tahapan Penetapan Insentlf Jasa Pelayanan

: 'Tahapan Penetapan Insentlf Jasa pelayanan d1laksanakan dengan tahapan» .

N sebaga1 benkut

. K a.

T1m Tekms menyedlakan data pegawal calon penenma Insentlf _]asa |

pelayanan sesual krltcna indikator komponen penghltungan,

T1m Teknis memvenﬁka& akurasx data penenma sesua1 1nd1kator_. ‘
elemen penghltungan | ' , - S |
T1m Tekms menylapkan data besaran dana yang dlaloka31kan untuk o
f: lnsentlfjasa pelayanan, ' o L - .
o 'Tlm Tekms menghmmg besaran IKU untuk mana_]emen tenaga medls S

'dan Jabatan Fungsmnal Umum (JFU), Jabatan Fungsmnal Tertentu

(JFT) dan Pelaksana,

'T1rn Teknis menghltung skor masmg-masmg pegawa1 mcnggunakan

- r}mstrurnen penghltungan Insentlf _]asa pelayanan, o
T1m Teknis menghltung Insentlf _]asa pelayanan untuk setlap penenrna
. T1rn Teknis melakukan pencermatan terhadap hasﬂ penghltungan

: 'Insentlf Jasa pelayanan setlap penerlma,



v, -
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. T1m Teknis menyusun usulan penetapan Insentlf Jasa pelayanan

kepada Dlrektur,

i. Direktur melakukan pencermatan atas wusulan dan melakukan
‘ penetapan Insentif j jasa pelayanan; dan '

Direktur menyampaikan perrnohonan kepada Kuasa Pengguna '

Anggaran (KPA) BLUD RSUD untuk melakukan pencairan Insentif jasa

pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
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